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Abstrak

Artikel ini mengkaji bagaimana kekuasaan bergerak dari ruang sidang ke ruang pasar, kemudian
kembali memengaruhi hukum, kebijakan, dan kehidupan sosial. Argumen utama tulisan adalah bahwa
pasar bukan arena yang berdiri di luar hukum. la dibentuk oleh putusan pengadilan, hak milik, kontrak,
pajak, regulasi, keputusan bank sentral, kebijakan persaingan, dan kekuatan organisasi yang mampu
memengaruhi pembentukan aturan. Karena itu, setiap transaksi membawa jejak institusional dan
politik. Dengan pendekatan ekonomi politik kelembagaan, artikel ini menelusuri hubungan antara
hukum dan pasar dari isu hak milik serta penegakan kontrak hingga monopoli digital, keuangan,
pengadaan publik, hubungan kerja, perubahan iklim, dan arbitrase investasi. Pembahasan
menghubungkan literatur klasik tentang biaya transaksi, pilihan publik, rent seeking, institusi, dan
distribusi kekuasaan dengan persoalan kontemporer Indonesia. Artikel ini menunjukkan bahwa
pengadilan dapat memperkuat kepastian dan keadilan, tetapi juga dapat menjadi ruang perebutan
pengaruh ketika akses hukum timpang. Demikian pula, pasar dapat mendorong inovasi dan efisiensi,
tetapi dapat mengonsentrasikan kekayaan apabila aturan persaingan, pajak, dan perlindungan sosial
lemah. Indonesia menghadapi dilema ganda: membutuhkan kepastian hukum untuk investasi dan
inovasi, sekaligus membutuhkan koreksi terhadap konsentrasi kekuasaan yang membuat
kesempatan ekonomi tidak setara. Agenda kebijakan yang ditawarkan mencakup transparansi
pembentukan requlasi, penguatan independensi dan kapasitas peradilan, penegakan persaingan,
reformasi pengadaan, perlindungan pekerja, tata kelola data, pajak yang adil, dan partisipasi publik.
Kesimpulan artikel menegaskan bahwa demokrasi ekonomi ditentukan bukan oleh ada atau tidaknya
pasar, melainkan oleh siapa yang menyusun aturan, siapa yang dapat mengakses lembaga
penegakannya, dan bagaimana manfaat serta biaya keputusan dibagikan.

Halaman 2



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Dari Ruang Sidang ke Ruang Pasar: Jejak Kekuasaan dalam Ekonomi Kontemporer |

IBM-ASMI 2026

Kata Kunci: ekonomi politik; hukum dan pasar; kekuasaan; institusi; regulasi; persaingan; Indonesia

Pengantar Penulis

Artikel ini disusun untuk membaca hubungan yang sering tersembunyi antara putusan, aturan,

kontrak, dan distribusi

keuntungan.

Pembahasan menggunakan perspektif ekonomi politik

kelembagaan, sehingga hukum tidak diperlakukan sebagai teks yang berdiri sendiri dan pasar tidak
diperlakukan sebagai mekanisme yang bebas dari kekuasaan. Rujukan laporan internasional
digunakan sebagai konteks, sedangkan argumentasi utama dibangun melalui sintesis literatur dan

penerapannya pada persoalan Indonesia.
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1. Pendahuluan

Judul artikel ini menunjuk pada perpindahan yang sebenarnya tidak pernah benar-benar terpisah.
Ruang sidang dan ruang pasar sering dibayangkan sebagai dua dunia berbeda: yang pertama
berurusan dengan hukum, bukti, dan putusan; yang kedua berurusan dengan harga, keuntungan, dan
transaksi. Dalam praktiknya, keduanya saling menyusun. Putusan mengenai kepemilikan tanah
mengubah nilai aset. Penetapan status pailit menentukan siapa yang dibayar lebih dahulu. Perkara
persaingan usaha memengaruhi struktur industri. Keputusan mengenai kontrak publik mengarahkan
miliaran rupiah dan menentukan perusahaan mana yang bertahan. Pasar selalu bekerja di atas
fondasi keputusan yang bersifat hukum dan politik.

Hubungan tersebut menjadi semakin penting dalam ekonomi kontemporer karena kekayaan tidak
hanya dibentuk oleh produksi barang, tetapi juga oleh penguasaan hak, data, standar, izin,
infrastruktur, dan jaringan. Perusahaan yang memperoleh lisensi eksklusif atau mengendalikan
platform dapat memiliki posisi yang tidak mudah ditandingi. Investor yang mendapatkan perlindungan
hukum kuat dapat menurunkan risiko, sementara masyarakat tanpa akses bantuan hukum dapat
kehilangan tanah, pekerjaan, atau kesempatan usaha. Perbedaan akses terhadap institusi sering kali
menghasilkan perbedaan hasil yang kemudian tampak seolah-olah sebagai akibat netral dari
mekanisme pasar.

Pertanyaan sentral artikel ini adalah bagaimana hukum dan institusi mengubah kekuasaan
menjadi nilai ekonomi, serta bagaimana nilai ekonomi kembali digunakan untuk memengaruhi hukum.
Pertanyaan itu mencakup tiga arah analisis. Pertama, bagaimana aturan menciptakan hak untuk
memiliki, menggunakan, mengalihkan, dan menuntut. Kedua, bagaimana organisasi dan kelompok
kepentingan memengaruhi pembentukan serta penegakan aturan. Ketiga, bagaimana konsekuensi
distribusional dari keputusan hukum memengaruhi legitimasi demokrasi dan kebijakan publik.

Pembahasan dimulai dengan konsep kekuasaan institusional dan dilanjutkan pada hak milik,
kontrak, peradilan, konstitusi ekonomi, regulasi, perusahaan, pembiayaan politik, pajak, hubungan
kerja, teknologi, lingkungan, serta posisi Indonesia. Tulisan ini tidak menganggap hukum sebagai
hambatan bagi pasar dan tidak pula menganggap pasar sebagai sumber semua masalah. Keduanya
dipahami sebagai perangkat sosial yang harus dirancang agar efisiensi, inovasi, kebebasan, dan
keadilan dapat berjalan dalam hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kekuasaan Institusional dan Arsitektur Pasar

Kekuasaan dalam ekonomi tidak hanya hadir ketika seseorang memerintah secara langsung. la
juga hadir ketika satu aktor dapat menentukan pilihan yang tersedia bagi aktor lain. Pemilik jaringan
distribusi, pemberi kredit, pemegang paten, operator platform, atau regulator dapat mengubah ruang
gerak pihak lain tanpa perlu mengeluarkan perintah terbuka. Kekuasaan semacam ini bekerja melalui
aturan, ketergantungan, dan kemampuan menentukan standar. Pasar menjadi arena tempat
kekuasaan tersebut diterjemahkan menjadi harga, akses, dan pembagian keuntungan.

Institusi menyediakan aturan main sekaligus mempersempit atau memperluas pilihan. North
menjelaskan bahwa institusi membentuk struktur insentif yang memengaruhi biaya transaksi dan arah
pembangunan. Namun, institusi tidak muncul dari ruang hampa. la merupakan hasil konflik,
kompromi, dan warisan sejarah. Aturan yang tampak umum dapat menguntungkan kelompok tertentu
karena posisi awal aktor tidak sama. Syarat perizinan, misalnya, dapat meningkatkan kualitas dan
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keselamatan, tetapi juga dapat menjadi penghalang masuk jika prosesnya mahal dan tidak
transparan.

Pasar yang berfungsi baik membutuhkan lebih dari kebebasan menukar. la memerlukan informasi
yang cukup, hak yang dapat ditegakkan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan batas terhadap
perilaku yang merusak kompetisi. Tanpa itu, pertukaran dapat berlangsung secara formal tetapi
menghasilkan dominasi. Sebuah kontrak mungkin ditandatangani secara sukarela, namun daya tawar
pihak-pihak di dalamnya sangat berbeda. Karena itu, analisis ekonomi politik perlu melihat proses
sebelum transaksi: siapa yang menetapkan pilihan, siapa yang memiliki informasi, dan siapa yang
menanggung risiko.

Kekuatan pasar dan kekuatan hukum saling menguatkan melalui umpan balik. Kepastian hukum
meningkatkan nilai aset dan mendorong investasi. Keuntungan yang meningkat memberi perusahaan
sumber daya untuk membiayai lobi, litigasi, dan pembentukan opini. Jika tidak diawasi, keberhasilan
ekonomi dapat memperbesar pengaruh politik, lalu pengaruh itu digunakan untuk mengamankan
posisi ekonomi. Lingkaran tersebut tidak selalu ilegal, tetapi dapat mengurangi keterbukaan dan
persaingan. Tugas institusi demokratis adalah memastikan bahwa keberhasilan tidak berubah
menjadi hak istimewa permanen.

3. Hak Milik dan Produksi Nilai

Hak milik sering dianggap sebagai dasar alamiah kegiatan ekonomi, padahal bentuk dan batasnya
ditentukan oleh hukum. Hukum menetapkan siapa yang dapat memiliki tanah, bagaimana aset
diwariskan, kapan hak dapat dicabut untuk kepentingan umum, dan bagaimana konflik diselesaikan.
Hak milik juga mencakup hak menggunakan, memperoleh pendapatan, mengalihkan, mengecualikan
pihak lain, dan menuntut kompensasi. Kombinasi hak tersebut menentukan jenis insentif yang
dihadapi pemilik, pengguna, dan investor.

Perlindungan hak milik dapat mendorong investasi karena mengurangi kekhawatiran bahwa hasil
usaha akan diambil tanpa proses. Namun, hak milik tidak selalu identik dengan kemanfaatan sosial.
Tanah yang dibiarkan menganggur, paten yang dipakai untuk menghambat inovasi, atau aset digital
yang dikunci dalam ekosistem tertutup dapat menimbulkan biaya bagi masyarakat. Kebijakan harus
membedakan perlindungan terhadap hasil usaha yang sah dari penggunaan hak sebagai alat eksklusi
yang berlebihan.

Masalah menjadi lebih rumit ketika hak formal tidak sesuai dengan praktik sosial. Masyarakat adat
dapat memiliki hubungan historis dengan wilayah tanpa dokumen yang diakui negara. Petani dapat
menggarap tanah turun-temurun tetapi menghadapi klaim konsesi. Perusahaan dapat memiliki izin
resmi, namun proses penerbitannya kurang melibatkan komunitas. Konflik seperti ini tidak dapat
diselesaikan hanya dengan menanyakan siapa yang memegang sertifikat. Pengadilan dan
administrasi perlu menilai sejarah penguasaan, prosedur, dampak sosial, serta kepentingan generasi
mendatang.

Pendaftaran aset penting untuk kepastian, tetapi formalitas tidak boleh menjadi pengganti
keadilan. Program legalisasi dapat memperkuat posisi pemilik kecil jika disertai biaya terjangkau,
bantuan hukum, dan perlindungan terhadap penjualan terpaksa. Tanpa itu, sertifikat dapat
mempercepat konsolidasi tanah di tangan pihak yang memiliki modal lebih besar. Kualitas hak milik
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ditentukan oleh kemampuan seluruh warga, bukan hanya pemilik aset besar, untuk memahami dan
menggunakan sistem hukum.

4. Kontrak dan Kepercayaan Ekonomi

Kontrak merupakan jembatan antara keputusan hari ini dan kewajiban pada masa depan.
Perusahaan bersedia membangun pabrik karena percaya bahwa pemasok akan mengirim bahan,
pemerintah akan menjaga aturan, dan pengadilan akan memberi pemulihan jika terjadi pelanggaran.
Kepercayaan tersebut menurunkan biaya pengawasan dan memungkinkan pembagian kerja yang
kompleks. Ketika kontrak tidak dapat ditegakkan, hubungan ekonomi cenderung menjadi pendek,
mahal, dan bergantung pada kedekatan personal.

Coase menekankan bahwa biaya transaksi memengaruhi pilihan antara menggunakan pasar dan
mengorganisasi kegiatan di dalam perusahaan. Jika negosiasi, pengawasan, dan penegakan terlalu
mahal, perusahaan dapat mengintegrasikan kegiatan. Dalam ekonomi digital, perusahaan platform
melakukan integrasi karena menguasai data dan infrastruktur, bukan hanya karena memiliki pabrik.
Kontrak dengan pekerja, pemasok, dan pengguna kemudian dibentuk oleh standar sepihak yang sulit
dinegosiasikan. Hukum kontrak perlu memperhatikan ketimpangan daya tawar tersebut.

Klausul standar dapat mempercepat transaksi, tetapi tidak selalu adil. Pengguna layanan digital
sering menerima persyaratan panjang tanpa pilihan nyata. Pekerja kontrak mungkin menandatangani
klausul yang mengurangi perlindungan. Usaha kecil dapat bergantung pada pembeli dominan yang
dapat mengubah harga secara sepihak. Pengadilan dan regulator harus memiliki doktrin untuk menilai
kewajaran, keterbukaan, dan dampak klausul, tanpa membuat setiap kontrak menjadi tidak pasti.

Dalam pengadaan publik, kontrak juga memiliki dimensi kewargaan. Pemerintah bukan sekadar
pembeli yang berusaha mendapatkan harga terendah. la menggunakan uang publik untuk
menyediakan jalan, sekolah, kesehatan, dan keamanan. Kontrak yang buruk dapat mengurangi mutu
layanan dan membebankan biaya kepada warga. Transparansi tender, standar kinerja, audit, serta
mekanisme pemulihan harus ditempatkan sejak tahap desain. Kecepatan menandatangani kontrak
tidak boleh menggantikan kualitas hasil yang diterima masyarakat.

5. Pengadilan sebagai Infrastruktur Ekonomi

Pengadilan merupakan infrastruktur ekonomi karena menyediakan tempat untuk menguji klaim,
menafsirkan aturan, dan memulihkan kerugian. Infrastruktur ini tidak terlihat seperti pelabuhan atau
jaringan listrik, tetapi kegagalannya menimbulkan biaya yang sama nyata. Sengketa yang tertunda
dapat membekukan aset, menghambat investasi, dan mengurangi kepercayaan. Putusan yang tidak
konsisten membuat pelaku usaha menambah cadangan risiko atau memilih untuk tidak masuk ke
suatu sektor.

Kualitas peradilan terdiri atas beberapa unsur: independensi, kompetensi, aksesibilitas, kecepatan
yang wajar, integritas, dan kemampuan mengeksekusi putusan. Independensi mencegah intervensi
kepentingan politik, tetapi independensi harus disertai akuntabilitas. Kecepatan tidak berarti
mengorbankan pemeriksaan bukti, sedangkan prosedur yang terlalu panjang dapat menjadi keadilan
yang tertunda. Reformasi peradilan perlu memandang seluruh rantai, dari pendaftaran perkara hingga
pelaksanaan putusan.
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Ketimpangan akses hukum dapat menciptakan pasar yang berbeda bagi kelompok berbeda.
Korporasi besar mampu menyewa tim hukum, ahli ekonomi, dan konsultan komunikasi. Usaha kecil
atau warga miskin mungkin tidak mampu mempertahankan haknya meskipun secara normatif
memiliki dasar kuat. Bantuan hukum, prosedur sederhana, pengadilan khusus, dan teknologi layanan
dapat memperkecil kesenjangan. Namun, digitalisasi tidak boleh menghapus bantuan manusia bagi
warga yang tidak memiliki koneksi atau literasi digital.

Pengadilan juga membentuk kebijakan melalui penafsiran. Ketika hakim menguji keputusan
regulator, mereka menentukan batas kewenangan negara dan ruang gerak perusahaan. Ketika
pengadilan mengakui kerugian lingkungan atau hak komunitas, ia mengubah perhitungan bisnis.
Peran ini menuntut keterbukaan alasan putusan dan penggunaan bukti yang dapat diuji. Kejelasan
argumentasi membantu pelaku ekonomi menyesuaikan perilaku sekaligus memungkinkan
masyarakat menilai legitimasi keputusan.

6. Konstitusi Ekonomi dan Distribusi Kesempatan

Setiap negara memiliki konstitusi ekonomi, baik yang tertulis secara eksplisit maupun yang tersirat
dalam hak dasar, kewenangan pemerintah, dan prinsip pengelolaan sumber daya. Konstitusi ekonomi
menjawab pertanyaan mengenai peran negara, batas kepemilikan, kebebasan berusaha,
perlindungan tenaga kerja, serta kewajiban terhadap kelompok rentan. la menjadi latar bagi kebijakan
yang sering diperdebatkan secara teknis, seperti subsidi, privatisasi, pajak, dan pengelolaan sumber
daya alam.

Perdebatan mengenai negara versus pasar sering menyederhanakan persoalan. Negara tidak
hanya mengoreksi pasar setelah kegagalan terjadi; negara ikut menciptakan pasar melalui hukum
dan investasi publik. Jalan, pendidikan, riset, sistem pembayaran, dan standar keselamatan memberi
fondasi bagi usaha swasta. Sebaliknya, pasar dapat membantu negara memperoleh informasi,
inovasi, dan kapasitas produksi. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana membagi peran,
menjaga akuntabilitas, dan mencegah kekuasaan terkonsentrasi.

Konstitusi ekonomi yang hanya melindungi kebebasan kontrak tanpa memperhatikan kemampuan
riill dapat melestarikan ketidaksetaraan. Kebebasan formal untuk membuka usaha tidak bermakna
sama bagi orang yang tidak memiliki modal, jaringan, atau pendidikan. Demikian pula, hak memilih
pekerjaan tidak cukup jika pasar kerja hanya menawarkan hubungan yang rapuh. Kebijakan publik
harus memperluas kemampuan, sehingga hak ekonomi tidak berhenti sebagai janji di atas kertas.

Distribusi kesempatan lebih penting daripada pemerataan hasil secara mekanis. Masyarakat
dapat menerima perbedaan pendapatan jika proses memperoleh keuntungan dianggap terbuka dan
manfaat pembangunan dapat diakses. Sebaliknya, konsentrasi kekayaan yang berasal dari monopoli,
korupsi, atau kedekatan politik merusak legitimasi. Dalam hal ini, hukum bukan hanya alat
menyelesaikan konflik setelah terjadi; ia menjadi perangkat untuk mencegah struktur peluang yang
sejak awal tidak seimbang.

7. Regulasi dan Risiko Regulatory Capture

Regulasi diperlukan ketika keputusan satu aktor menimbulkan dampak terhadap pihak lain, ketika
informasi tidak seimbang, atau ketika persaingan tidak berjalan. Regulasi menetapkan standar
keselamatan, mencegah penipuan, menjaga lingkungan, dan membatasi penggunaan kekuatan
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pasar. Namun, regulator juga memiliki kekuasaan untuk memberikan izin, menetapkan tarif, dan
menentukan siapa yang memenuhi syarat. Kekuasaan tersebut membuat regulator menjadi sasaran
pengaruh.

Regulatory capture terjadi ketika lembaga yang seharusnya melayani kepentingan umum lebih
banyak bekerja untuk kepentingan industri yang diawasi. Capture tidak selalu berbentuk suap. la
dapat muncul melalui pintu berputar antara regulator dan perusahaan, ketergantungan pada data
yang disediakan industri, konsultasi yang hanya diikuti kelompok besar, atau cara pandang bersama
yang menganggap kepentingan perusahaan sebagai kepentingan publik. Stigler menunjukkan bahwa
regulasi dapat diminta oleh industri untuk melindungi posisi mereka.

Pencegahan capture membutuhkan desain kelembagaan. Regulator perlu memiliki anggaran dan
keahlian, proses konsultasi harus terdokumentasi, konflik kepentingan perlu diumumkan, dan
keputusan harus disertai analisis dampak. Partisipasi publik perlu dibuat substantif dengan
menyediakan data dan waktu yang cukup. Pengawasan parlemen, audit, serta peninjauan berkala
dapat mencegah aturan menjadi perlindungan permanen bagi kelompok tertentu.

Di Indonesia, tantangan capture sering terkait dengan perizinan, sumber daya alam, infrastruktur,
dan sektor keuangan. Reformasi prosedur digital dapat mengurangi kontak langsung, tetapi tidak
otomatis meniadakan pengaruh. Sistem digital pun dapat dirancang untuk menguntungkan pemohon
tertentu jika kriteria tidak transparan. Perbaikan harus menggabungkan teknologi dengan
keterbukaan, pengawasan independen, dan sanksi yang nyata.

8. Korporasi dan Politik Pembentukan Aturan

Korporasi modern memiliki sumber daya yang memungkinkan mereka memengaruhi hukum
secara langsung maupun tidak langsung. Mereka mempekerjakan konsultan, berpartisipasi dalam
asosiasi, mendanai riset, melakukan litigasi strategis, dan menegosiasikan kebijakan dengan
pemerintah. Pengaruh tersebut dapat menghasilkan informasi yang berguna karena perusahaan
memahami teknis industri. Masalah muncul ketika konsultasi berubah menjadi hak istimewa untuk
menentukan aturan yang akan mengikat semua pihak.

Korporasi juga menghasilkan narasi mengenai pertumbuhan, lapangan kerja, dan daya saing.
Narasi tersebut dapat benar, tetapi tidak lengkap jika mengabaikan biaya lingkungan, kesehatan, dan
ketimpangan. Pemerintah perlu menguji klaim manfaat melalui data dan indikator yang dapat
diverifikasi. Insentif investasi seharusnya dikaitkan dengan hasil, bukan hanya janji. Ketika fasilitas
pajak diberikan tanpa evaluasi, masyarakat menanggung biaya sedangkan manfaat terkonsentrasi.

Tanggung jawab korporasi mencakup struktur kepemilikan dan rantai pasok. Pemilik manfaat
sebenarnya perlu diketahui agar pengawasan tidak berhenti pada perusahaan formal. Anak
perusahaan, kontraktor, dan pemasok dapat memindahkan risiko ke pihak yang lebih lemah. Standar
pelaporan dan uji tuntas membantu menghubungkan keputusan korporasi dengan dampaknya
terhadap pekerja, konsumen, dan lingkungan.

Hukum perusahaan harus menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dengan
keberlanjutan jangka panjang. Keuntungan penting untuk kelangsungan usaha, tetapi keputusan yang
hanya mengejar hasil kuartalan dapat merusak kapasitas inovasi dan kepercayaan. Tata kelola yang
baik membutuhkan dewan yang kompeten, audit independen, keterbukaan transaksi pihak terafiliasi,
dan saluran bagi pekerja serta pemangku kepentingan untuk menyampaikan kekhawatiran.
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9. Rent Seeking, Korupsi, dan Nilai yang Tidak Diproduksi

Rent seeking adalah upaya memperoleh keuntungan melalui pengaruh terhadap aturan, bukan
melalui peningkatan produktivitas. Lobi kebijakan dapat sah, tetapi menjadi masalah ketika kelompok
mencari perlindungan yang menghalangi pesaing, meminta izin eksklusif, atau memindahkan biaya
kepada publik. Krueger menunjukkan bahwa pembatasan perdagangan dan perizinan dapat
menciptakan rente yang mendorong persaingan untuk memperoleh hak istimewa.

Korupsi merupakan bentuk ekstrem ketika kekuasaan publik ditukar dengan keuntungan privat.
Dampaknya melampaui nilai uang yang berpindah. Korupsi mengubah keputusan investasi,
menurunkan mutu proyek, merusak kepercayaan, dan membuat pelaku usaha jujur kalah dari mereka
yang memiliki akses. Dalam jangka panjang, organisasi belajar bahwa hubungan lebih penting
daripada kemampuan. Ekonomi menjadi kurang inovatif karena sumber daya diarahkan untuk
memelihara koneksi.

Pemisahan antara korupsi dan kebijakan ekonomi tidak selalu mudah. Sebuah proyek dapat
memiliki tujuan publik yang sah tetapi dirancang untuk memperkaya pihak tertentu. Sebuah konsesi
dapat mengikuti prosedur formal tetapi diberikan dengan informasi yang tidak seimbang. Pemeriksaan
harus melihat proses, manfaat, risiko, serta perubahan yang terjadi setelah kebijakan. Transparansi
data kontrak, pemilik manfaat, dan penerima subsidi membantu masyarakat menilai hubungan
tersebut.

Reformasi anti-korupsi perlu mengurangi peluang sekaligus meningkatkan risiko bagi pelanggar.
Penyederhanaan izin, digitalisasi, rotasi jabatan, pengadaan terbuka, perlindungan pelapor, dan
penegakan hukum harus berjalan bersama. Namun, terlalu banyak prosedur tanpa perbaikan
kapasitas dapat mendorong pungutan informal. Integritas institusi tidak ditentukan oleh jumlah
dokumen, tetapi oleh kemampuan sistem membuat keputusan yang dapat diprediksi dan
dipertanggungjawabkan.

10. Pajak, Anggaran, dan Politik Distribusi

Pajak adalah keputusan politik mengenai siapa yang membiayai negara dan siapa yang menerima
layanan. Sistem pajak tidak netral terhadap distribusi karena setiap jenis pajak memiliki dampak
berbeda. Pajak konsumsi dapat mudah dipungut tetapi lebih berat bagi rumah tangga berpendapatan
rendah. Pajak penghasilan dan kekayaan dapat lebih progresif, namun memerlukan administrasi dan
informasi yang kuat. Pilihan tersebut mencerminkan kompromi antara keadilan, efisiensi, dan
kemampuan negara.

Kebijakan pajak juga memengaruhi hubungan antara pemerintah dan warga. Kepatuhan
meningkat ketika masyarakat melihat penggunaan penerimaan secara masuk akal dan adil.
Sebaliknya, penghindaran pajak dapat menjadi respons terhadap ketidakpercayaan, terutama jika
kelompok berpengaruh dianggap mampu membeli perlakuan khusus. Transparansi anggaran,
pengawasan parlemen, dan kualitas layanan publik membentuk kontrak fiskal yang lebih luas
daripada sekadar kewajiban membayar.

Anggaran negara merupakan arena pertarungan kepentingan. Setiap pos belanja memiliki
penerima manfaat dan biaya kesempatan. Subsidi energi, proyek infrastruktur, bantuan sosial, dan
insentif industri harus dinilai berdasarkan tujuan, sasaran, serta dampak. Keadilan anggaran bukan

Halaman 10



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Dari Ruang Sidang ke Ruang Pasar: Jejak Kekuasaan dalam Ekonomi Kontemporer |
IBM-ASMI 2026

berarti semua daerah atau kelompok menerima nominal sama, melainkan memastikan bahwa sumber
daya diarahkan pada kebutuhan dan kapasitas yang berbeda.

Pengadaan publik menghubungkan pajak dengan pasar. Pemerintah dapat menjadi pembeli
terbesar dan membentuk industri melalui spesifikasi, kriteria lokal, serta kontrak jangka panjang. Jika
prosesnya transparan, pengadaan mendorong inovasi dan usaha kecil. Jika dikuasai jaringan politik,
ia menjadi saluran rente. Data tender, perubahan kontrak, pemilik perusahaan, dan hasil pekerjaan
perlu dibuka agar publik dapat menilai apakah belanja menghasilkan nilai yang dijanjikan.

11. Hubungan Kerja dan Kekuasaan di Pasar Tenaga Kerja

Hubungan kerja merupakan kontrak yang memperlihatkan ketimpangan daya tawar secara jelas.
Perusahaan menguasai modal, organisasi, dan informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja. Pekerja
memiliki waktu dan keterampilan, tetapi sering menghadapi pilihan terbatas. Upah, jam kerja,
keselamatan, dan jaminan sosial bukan sekadar hasil negosiasi individual; semuanya dipengaruhi
oleh hukum, serikat, kondisi ekonomi, dan strategi perusahaan.

Fleksibilitas dapat membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan,
tetapi fleksibilitas tanpa perlindungan memindahkan risiko kepada pekerja. Kontrak sementara,
outsourcing, dan pekerjaan platform dapat mengurangi biaya tetap, namun membuat pendapatan
tidak stabil. Kebijakan harus membedakan fleksibilitas yang mendukung inovasi dari praktik yang
sekadar menghindari tanggung jawab. Perlindungan dasar perlu mengikuti pekerja meskipun status
kontraknya berubah.

Pengadilan hubungan industrial berperan dalam menafsirkan hak dan kewajiban. Kecepatan
penyelesaian sangat penting karena pekerja sering tidak memiliki tabungan untuk menunggu. Mediasi
dan penyelesaian sengketa alternatif dapat membantu, tetapi tidak boleh menjadi cara menekan
pekerja agar menerima kompensasi rendah. Data mengenai putusan, biaya, dan lama proses
sebaiknya digunakan untuk memperbaiki prosedur.

Kecerdasan buatan dan otomatisasi mengubah pembagian kerja. Perusahaan dapat
meningkatkan produktivitas, tetapi sebagian tugas berkurang atau berubah. Negara perlu menyiapkan
pelatihan, dukungan transisi, serta dialog dengan pekerja. Pendidikan sepanjang hayat menjadi
bagian dari kebijakan ekonomi, bukan hanya kebijakan sosial. Pertumbuhan yang tidak memperluas
kemampuan pekerja akan memperbesar jarak antara pemilik teknologi dan mereka yang menjual
tenaga.

12. Keuangan, Utang, dan Kekuasaan Kreditor

Pasar keuangan menerjemahkan masa depan menjadi harga hari ini. Bunga, premi risiko, dan
nilai aset menentukan siapa yang dapat membiayai proyek dan siapa yang harus menunda. Kreditor
memiliki kekuatan karena dapat mengatur akses terhadap likuiditas. Debitor memiliki kebutuhan,
tetapi tidak selalu dapat menegosiasikan syarat. Hubungan tersebut mengandung dimensi hukum
melalui jaminan, kepailitan, restrukturisasi, dan prioritas pembayaran.

Utang publik dapat membiayai pembangunan dan respons krisis, tetapi pembayaran bunga
membatasi anggaran pada masa berikutnya. Kebijakan restrukturisasi menentukan distribusi kerugian
antara negara, bank, investor, dan warga. Jika pemerintah menyelamatkan institusi keuangan tanpa
mengubah tata kelola, keuntungan tetap privat sementara risiko menjadi publik. Sebaliknya,
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restrukturisasi yang terlalu keras dapat menghancurkan kepercayaan dan mengganggu layanan
dasar.

Bank sentral memiliki kekuasaan besar karena keputusan suku bunga memengaruhi pinjaman,
nilai tukar, harga aset, dan pekerjaan. Independensi membantu menjaga kredibilitas, tetapi keputusan
harus dapat dijelaskan dan dievaluasi. Stabilitas harga penting, namun dampaknya terhadap
kelompok berbeda perlu diperhatikan. Komunikasi yang transparan memungkinkan masyarakat
memahami bahwa kebijakan moneter selalu memiliki trade-off.

Regulasi keuangan perlu mencegah konsentrasi risiko. Persyaratan modal, perlindungan
konsumen, pengawasan teknologi finansial, dan resolusi bank harus dirancang sebelum krisis. Inovasi
dapat memperluas inklusi, tetapi data dan algoritma juga dapat membuat diskriminasi kredit lebih
tersembunyi. Pengawasan harus mengikuti fungsi ekonomi, bukan berhenti pada bentuk badan
hukum.

13. Kekayaan Intelektual dan Politik Teknologi

Paten, hak cipta, merek, dan rahasia dagang memberi insentif untuk mencipta dengan
memberikan hak eksklusif dalam jangka tertentu. Namun, eksklusivitas dapat menaikkan harga dan
menghambat penyebaran pengetahuan. Desain kebijakan harus menyeimbangkan imbalan bagi
inovator dengan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan, mengembangkan, dan memperbaiki
teknologi. Ketegangan tersebut sangat terasa dalam obat, perangkat lunak, benih, dan kecerdasan
buatan.

Negara yang memiliki perusahaan teknologi kuat cenderung mendorong perlindungan hak yang
luas. Negara yang masih membangun kemampuan produksi membutuhkan akses, lisensi, dan ruang
belajar. Perdebatan internasional tentang hak intelektual karena itu juga merupakan perdebatan
mengenai posisi dalam pembagian kerja global. Transfer teknologi tidak terjadi hanya karena aturan
dibuat; diperlukan kapasitas pendidikan, riset, dan industri penerima.

Paten dapat menjadi alat inovasi sekaligus strategi mempertahankan posisi dominan. Perusahaan
yang memiliki portofolio besar mampu menuntut pesaing atau menggunakannya untuk negosiasi
silang. Pemeriksa paten perlu menjaga kualitas agar hak eksklusif tidak diberikan pada klaim yang
terlalu umum. Lembaga persaingan harus memperhatikan apakah lisensi dan akuisisi dipakai untuk
menghilangkan inovator baru.

Dalam Al, pertanyaan kepemilikan dan tanggung jawab semakin kompleks. Data pelatihan,
keluaran model, kontribusi pekerja kreatif, dan kesalahan sistem menantang kategori lama. Hukum
perlu berkembang tanpa menghentikan eksperimen. Prinsip keterlacakan, transparansi model,
perlindungan data, dan tanggung jawab manusia dapat menjadi dasar sambil menunggu kepastian
doktrinal yang lebih matang.

14. Platform Digital dan Monopoli Baru

Platform digital menghubungkan pengguna, penjual, pengiklan, pekerja, dan penyedia layanan.
Nilainya meningkat ketika jumlah pengguna bertambah, sehingga pasar cenderung mengalami efek
jaringan. Keuntungan ini dapat menghasilkan layanan murah atau gratis, tetapi juga menciptakan
hambatan masuk. Platform yang menjadi tempat bertemu dapat menetapkan aturan untuk pihak yang
bergantung padanya, sekaligus bersaing dengan mereka melalui produk milik sendiri.
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Data adalah sumber kekuasaan utama. Platform memperoleh informasi mengenai perilaku, lokasi,
preferensi, dan hubungan pengguna. Data membantu personalisasi dan inovasi, tetapi dapat dipakai
untuk diskriminasi harga, manipulasi perhatian, atau pengawasan. Persetujuan formal tidak cukup jika
pengguna tidak memiliki pemahaman atau alternatif. Tata kelola data harus melihat kemampuan
menggunakan data secara aman dan tujuan yang dibenarkan.

Kebijakan persaingan perlu menyesuaikan diri dengan pasar yang bergerak cepat dan layanan
yang tidak selalu dibayar dengan uang. Analisis tradisional berbasis harga dapat gagal membaca
kerugian kualitas, privasi, dan pilihan. Regulator memerlukan keahlian teknis, akses terhadap audit,
dan kemampuan memeriksa akuisisi perusahaan kecil sebelum inovasinya hilang. Interoperabilitas
dan portabilitas data dapat mengurangi ketergantungan jika dirancang dengan keamanan.

Indonesia memiliki peluang membangun ekonomi digital yang inklusif, tetapi perlu memastikan
bahwa usaha kecil tidak menjadi sekadar penyedia data dan tenaga murah. Platform lokal dapat
tumbuh melalui pengadaan, pembiayaan, dan standardisasi, namun dukungan negara harus
mendorong kompetisi. Perlindungan konsumen, pajak, keamanan siber, dan hak pekerja platform
perlu dikembangkan secara terpadu.

15. Lingkungan, Litigasi, dan Biaya yang Dipindahkan

Pasar sering tidak memasukkan seluruh biaya produksi ke dalam harga. Polusi, kerusakan hutan,
emisi, dan hilangnya keanekaragaman hayati dapat ditanggung masyarakat yang tidak ikut
mengambil keputusan. Hukum lingkungan berusaha mengembalikan biaya tersebut melalui standar,
izin, pajak, tanggung jawab, dan gugatan. Dengan demikian, perlindungan lingkungan bukan lawan
dari ekonomi; ia menentukan apakah produksi dapat bertahan tanpa menghabiskan fondasi alam.

Litigasi lingkungan memperluas akses masyarakat untuk menuntut akuntabilitas. Bukti ilmiah,
kerugian kolektif, dan hubungan sebab akibat sering kompleks. Pengadilan perlu menangani
ketidakpastian ilmiah tanpa menurunkan standar pembuktian secara sembarangan. Prinsip kehati-
hatian, pemulihan, dan partisipasi dapat membantu ketika kerusakan berpotensi tidak dapat
dibalikkan.

Perusahaan menghadapi tuntutan untuk mengungkap risiko iklim dan dampak rantai pasok.
Informasi ini memengaruhi investor dan konsumen, tetapi pelaporan tidak boleh menjadi formalitas.
Pemeriksaan independen, standar yang konsisten, dan sanksi atas klaim palsu diperlukan.
Greenwashing merusak kepercayaan dan memberi keuntungan bagi perusahaan yang tidak
melakukan perubahan nyata.

Indonesia menghadapi dilema pembangunan wilayah sumber daya. Penerimaan ekspor dan
pekerjaan penting, tetapi biaya ekologis dapat menumpuk pada masyarakat lokal. Proses izin harus
menilai dampak kumulatif, bukan hanya proyek secara terpisah. Pembagian manfaat, pemulihan
lahan, dan jaminan penutupan tambang perlu dimasukkan dalam kontrak. Kebijakan yang
menggabungkan pendapatan dan perlindungan ekosistem akan lebih tahan terhadap perubahan
harga komoditas.

16. Perdagangan, Investasi, dan Arbitrase

Perdagangan dan investasi lintas batas memperluas pasar, tetapi juga membawa konflik
yurisdiksi. Perusahaan ingin kepastian dan perlindungan, sedangkan pemerintah perlu ruang

Halaman 13



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Dari Ruang Sidang ke Ruang Pasar: Jejak Kekuasaan dalam Ekonomi Kontemporer |
IBM-ASMI 2026

mengatur kesehatan, lingkungan, dan industri. Perjanjian investasi dapat mengurangi risiko
perampasan sewenang-wenang, tetapi klausul yang terlalu luas dapat membuat regulasi publik
digugat. Arbitrase investasi karena itu merupakan ruang hukum yang sekaligus memiliki dampak
politik dan fiskal.

Penyelesaian sengketa harus memperhatikan keseimbangan. Pemerintah tidak boleh mengubah
aturan secara diskriminatif untuk mengambil aset, namun investor juga tidak seharusnya memperoleh
hak untuk menolak setiap kebijakan yang mengurangi keuntungan. Definisi ekspektasi yang wajar
perlu dibatasi oleh hak negara melindungi publik. Transparansi proses dan publikasi putusan
membantu membangun legitimasi.

Perdagangan juga memengaruhi kebijakan domestik melalui standar teknis, subsidi, dan
penyelesaian sengketa. Negara yang ingin naik kelas dalam rantai nilai perlu memahami aturan,
bukan hanya menandatangani perjanjian. Kapasitas negosiasi memerlukan data, keahlian hukum,
dan koordinasi antara kementerian, daerah, dunia usaha, serta universitas.

Indonesia dapat memperkuat posisi dengan mendiversifikasi mitra, meningkatkan kualitas
regulasi, dan menyusun kontrak yang jelas. Kedaulatan tidak berarti menolak investasi, melainkan
memastikan bahwa kerja sama menghasilkan kapasitas dan manfaat yang dapat dibuktikan. Setiap
proyek strategis sebaiknya dinilai dari transfer pengetahuan, pekerjaan, penerimaan, dampak
ekologis, dan kemampuan lokal untuk melanjutkan kegiatan setelah dukungan awal berakhir.

17. Globalisasi Hukum dan Kompetisi Antaraturan

Perusahaan multinasional memilih lokasi produksi, pembiayaan, dan kantor pusat dengan
mempertimbangkan perbedaan hukum. Kompetisi antaraturan dapat mendorong inovasi administrasi
dan menurunkan biaya, tetapi juga dapat menciptakan perlombaan menuju standar terendah. Negara
mungkin mengurangi perlindungan pajak, tenaga kerja, atau lingkungan agar terlihat menarik.
Kekuatan pasar global kemudian memengaruhi isi kebijakan domestik.

Arus modal dan teknologi membuat hukum nasional tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Standar
akuntansi, anti pencucian uang, perlindungan data, dan keselamatan produk sering dirumuskan
melalui jaringan internasional. Mengadopsi standar dapat memperluas akses, tetapi memerlukan
kapasitas implementasi. Peraturan yang sama dapat menghasilkan dampak berbeda karena lembaga
dan struktur ekonomi tidak sama.

Globalisasi hukum juga menimbulkan forum shopping. Pihak yang memiliki sumber daya dapat
memilih yurisdiksi, forum arbitrase, atau struktur perusahaan yang paling menguntungkan.
Pencegahan penyalahgunaan memerlukan kerja sama informasi, terutama mengenai pemilik manfaat
dan transaksi lintas batas. Tanpa itu, negara kehilangan penerimaan dan masyarakat sulit meminta
pertanggungjawaban.

Kerja sama regional dapat mengurangi kompetisi yang merusak. Negara-negara ASEAN dapat
menyusun standar minimum pada pajak, pekerja migran, lingkungan, dan ekonomi digital. Standar
minimum tidak menghapus perbedaan kebijakan, tetapi mencegah perusahaan memperoleh
keuntungan hanya dengan memindahkan biaya kepada masyarakat. Kekuatan tawar kawasan
meningkat ketika aturan dirumuskan bersama.
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18. Indonesia antara Kepastian dan Keadilan Hukum

Indonesia membutuhkan kepastian hukum untuk investasi, tetapi kepastian tidak boleh dimaknai
sebagai pembekuan aturan yang menguntungkan pemilik modal lama. Kepastian yang sehat berarti
aturan dapat dipahami, diterapkan secara konsisten, dan diubah melalui prosedur yang terbuka.
Investor memerlukan stabilitas, sementara masyarakat memerlukan kemampuan negara
memperbaiki aturan ketika dampak baru diketahui. Keduanya dapat dipadukan melalui transisi yang
wajar dan konsultasi yang bermakna.

Tantangan kelembagaan meliputi tumpang tindih perizinan, perbedaan kapasitas daerah,
sengketa lahan, dan ketidakpastian penegakan. Digitalisasi perizinan dapat mempercepat layanan,
namun kualitas data dan koordinasi tetap menentukan. Satu portal tidak menyelesaikan konflik
kewenangan jika lembaga tidak memiliki standar yang sama. Reformasi perlu menggabungkan
penyederhanaan dengan pengawasan dan mekanisme keberatan.

Hilirisasi, pembangunan infrastruktur, dan transformasi digital membuka peluang penciptaan nilai
domestik. Namun, proyek besar juga mengandung risiko konsentrasi aset dan pengaruh. Pemerintah
harus menetapkan indikator manfaat yang terukur: pemasok lokal, pekerjaan berkualitas, pelatihan,
penerimaan, pemulihan lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Perjanjian yang tidak mencapai
target harus memiliki konsekuensi, termasuk revisi insentif atau pemutusan sesuai prosedur.

Keadilan prosedural sangat penting. Masyarakat lebih mungkin menerima keputusan yang berat
apabila mereka didengar, memperoleh informasi, dan memiliki jalan banding. Dalam konflik lahan
atau proyek strategis, konsultasi tidak boleh sekadar tanda tangan. Pengadilan, lembaga mediasi,
dan pemerintah daerah perlu menyediakan ruang yang memungkinkan perbedaan kepentingan
diselesaikan tanpa kekerasan atau kriminalisasi.

19. Badan Usaha Milik Negara dan Nilai Publik

Badan usaha milik negara memiliki posisi khusus karena mengejar tujuan ekonomi sekaligus
menjalankan mandat publik. Mereka dapat membangun infrastruktur atau menyediakan layanan yang
tidak segera menarik bagi investor swasta. Namun, mandat ganda dapat menciptakan konflik:
perusahaan diminta efisien tetapi juga menahan harga; diminta menguntungkan tetapi juga
menjalankan penugasan. Konflik perlu dikelola melalui kompensasi, indikator, dan transparansi.

Kepemilikan negara tidak otomatis menghasilkan tata kelola publik yang baik. Perusahaan dapat
menjadi arena penempatan politik, sumber proyek, atau instrumen kebijakan yang tidak jelas.
Sebaliknya, perusahaan negara yang dikelola profesional dapat menjadi kendaraan pembelajaran
industri dan penyedia layanan penting. Kuncinya adalah pemisahan peran pemilik, regulator, dan
pemberi penugasan.

Dewan dan manajemen perlu dipilih berdasarkan kompetensi, integritas, dan pemahaman sektor.
Kinerja harus dinilai secara multidimensi, mencakup keuangan, layanan, keselamatan, inovasi, serta
dampak sosial. Informasi mengenai transaksi pihak terafiliasi, subsidi, utang, dan risiko kontinjensi
harus dibuka. Publik tidak dapat menilai biaya dan manfaat jika laporan hanya menampilkan laba.

BUMN juga dapat membantu membangun pasar bagi usaha kecil dan teknologi domestik.
Pengadaan yang transparan, kemitraan, dan pembagian pengetahuan akan memperluas ekosistem.
Namun, kewajiban kemitraan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas atau memberi
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fasilitas kepada perusahaan yang tidak kompeten. Nilai publik muncul ketika mandat sosial
dilaksanakan dengan cara yang efisien dan dapat diaudit.

20. Oligarki, Ketimpangan, dan Legitimasi Demokrasi

Konsentrasi kekayaan dapat berubah menjadi konsentrasi pengaruh. Pemilik modal besar
memiliki kemampuan mendanai kampanye, media, organisasi, litigasi, dan penelitian. Pengaruh
tersebut tidak selalu menghasilkan pelanggaran hukum, tetapi dapat membuat agenda publik lebih
responsif terhadap kelompok yang memiliki sumber daya. Demokrasi formal tetap berjalan, namun
kualitas pilihan menjadi tidak seimbang.

Oligarki tidak hanya berada di pusat. la dapat muncul dalam jaringan lokal yang menguasai tanah,
izin, proyek, dan organisasi politik. Hubungan pusat-daerah, bisnis, dan aparat membentuk struktur
yang menentukan siapa yang memiliki akses. Analisis perlu melihat jaringan dan institusi, bukan
hanya individu. Kebijakan antikorupsi yang menargetkan perilaku tanpa mengubah struktur dapat
menghasilkan pergantian pelaku, bukan perubahan permainan.

Ketimpangan memengaruhi kepercayaan terhadap pasar dan hukum. Ketika masyarakat melihat
bahwa pelanggaran kecil dihukum cepat sedangkan pelanggaran besar diselesaikan melalui
negosiasi, hukum kehilangan wibawa. Ketika keuntungan meningkat tetapi pekerjaan dan layanan
tidak membaik, pertumbuhan kehilangan legitimasi. Perlindungan sosial, pajak progresif, persaingan,
serta akses pendidikan dapat memperkuat kontrak sosial.

Demokrasi ekonomi menuntut pluralisme kekuasaan. Tidak semua Kkeputusan harus
diseragamkan, tetapi tidak boleh ada satu kelompok yang dapat menutup seluruh jalur pilihan.
Transparansi pembiayaan politik, kepemilikan media, lobi, dan konflik kepentingan membantu publik
menilai pengaruh. Keterbukaan bukan satu-satunya solusi, namun tanpa keterbukaan, koreksi
menjadi hampir mustahil.

21. Agenda Reformasi Institusional

Reformasi pertama adalah memperkuat kualitas pembentukan aturan. Setiap rancangan regulasi
strategis perlu disertai analisis masalah, pilihan kebijakan, dampak distribusional, serta mekanisme
evaluasi. Konsultasi harus dilakukan sebelum keputusan final dan tanggapan terhadap masukan perlu
dipublikasikan. Dengan demikian, partisipasi menjadi bagian dari penalaran, bukan ritual administratif.

Reformasi kedua adalah memperkuat peradilan dan bantuan hukum. Investasi pada hakim,
panitera, sistem informasi, pemeriksa fakta, dan eksekusi putusan memiliki dampak ekonomi yang
besar. Biaya perkara perlu disesuaikan dengan kemampuan pihak. Kelompok rentan memerlukan
jalur untuk mengajukan klaim tanpa menghadapi prosedur yang tidak mungkin mereka pahami.

Reformasi ketiga adalah membangun persaingan yang nyata. Komisi dan regulator membutuhkan
sumber daya untuk menguji merger, perilaku platform, monopoli infrastruktur, serta perjanjian
eksklusif. Kebijakan industri harus memiliki batas waktu dan indikator pembelajaran. Dukungan
kepada perusahaan tidak boleh menghapus kesempatan bagi pendatang baru.

Reformasi keempat adalah memperbaiki tata kelola penerimaan dan pengadaan. Data kontrak,
subsidi, kepemilikan, serta hasil proyek perlu dapat diakses dalam format yang bisa dianalisis. Audit
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harus berorientasi pada hasil, bukan hanya kepatuhan dokumen. Masyarakat dan jurnalis perlu
dilindungi ketika menemukan penyimpangan.

Reformasi kelima adalah membangun kapasitas analitik negara. Hukum dan pasar semakin
terhubung dengan data, algoritma, dan jaringan global. Aparatur perlu memahami ekonomi, teknologi,
dan dampak sosial sekaligus. Universitas, asosiasi profesi, dan lembaga riset dapat menjadi mitra,
tetapi keputusan publik tetap harus berada dalam kerangka akuntabilitas demokratis.

22. Pendidikan, Kepemimpinan, dan Etika Pasar

Pemahaman mengenai hukum dan ekonomi perlu dibangun lintas disiplin. Mahasiswa manajemen
harus memahami kontrak, persaingan, dan tanggung jawab publik. Mahasiswa hukum perlu
memahami struktur pasar, pembiayaan, dan teknologi. Pemisahan yang terlalu tajam membuat setiap
profesi melihat sebagian masalah dan kehilangan hubungan sebab akibat. Pendidikan yang baik
mengajarkan cara membaca bukti serta menguji kepentingan di balik sebuah kebijakan.

Kepemimpinan organisasi juga menentukan apakah aturan digunakan untuk menciptakan nilai
atau untuk mengeksploitasi celah. Pemimpin yang etis memandang kepatuhan sebagai batas
minimum, bukan tujuan akhir. Mereka mempertimbangkan dampak terhadap pekerja, konsumen,
lingkungan, dan komunitas. Keputusan semacam itu bukan sekadar moralitas pribadi; ia melindungi
reputasi, keberlanjutan, dan kemampuan organisasi memperoleh kepercayaan.

Analitik data dapat membantu menemukan pola korupsi, diskriminasi, atau konsentrasi pasar.
Namun, data tidak menggantikan penilaian etis. Model dapat mewarisi bias, indikator dapat
mengabaikan kelompok yang tidak tercatat, dan optimasi dapat mengorbankan tujuan yang sulit
diukur. Tata kelola analitik memerlukan dokumentasi, audit, penjelasan, serta saluran keberatan.

IBM-ASMI sebagai ruang pendidikan manajemen dan analitik dapat mendorong generasi
pemimpin yang memahami hubungan antara ruang sidang dan ruang pasar. Kemampuan teknis perlu
disandingkan dengan literasi hukum, tanggung jawab sosial, dan keberanian mempertanyakan aturan
yang tidak adil. Masa depan ekonomi akan ditentukan bukan hanya oleh teknologi yang tersedia,
tetapi oleh keputusan mengenai bagaimana teknologi tersebut digunakan.

23. Hukum sebagai Teknologi Distribusi

Hukum dapat dipahami sebagai teknologi sosial yang mengatur siapa memperoleh akses, siapa
memikul tanggung jawab, dan siapa memiliki kewenangan untuk memutuskan. Istilah teknologi di sini
tidak terbatas pada perangkat digital. Prosedur pendaftaran, standar kontrak, bentuk badan usaha,
aturan pembuktian, dan mekanisme banding semuanya merupakan rancangan yang mengarahkan
perilaku. Rancangan yang baik mengurangi ketidakpastian sekaligus menjaga ruang koreksi.
Rancangan yang buruk membuat kesalahan menjadi sistematis dan sulit digugat.

Distribusi melalui hukum sering berlangsung sebelum pendapatan dibentuk. Jika izin usaha hanya
mudah diperoleh perusahaan besar, struktur pasar sudah tidak setara sejak awal. Jika akses kredit
mensyaratkan jaminan yang hanya dimiliki pemilik aset lama, kebijakan finansial memperkuat
perbedaan kekayaan. Jika prosedur pengadilan mengharuskan biaya dan waktu tinggi, hak formal
berubah menjadi hak yang hanya dapat digunakan oleh pihak yang mampu membayar. Analisis
distribusi harus karena itu dimulai dari desain institusi, bukan hanya dari hasil akhir.
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Perubahan aturan dapat menciptakan pemenang dan pihak yang harus beradaptasi. Ketika
sebuah negara mengubah standar lingkungan, perusahaan yang telah berinvestasi pada teknologi
bersih dapat memperoleh keunggulan, sedangkan perusahaan lama menghadapi biaya. Kebijakan
transisi perlu menyediakan waktu, informasi, dan dukungan yang wajar, tetapi tidak boleh
membatalkan tujuan publik. Kompensasi dapat diperlukan apabila hak yang sah dikurangi, namun
kompensasi tidak boleh menjadi alasan untuk melindungi praktik yang membahayakan masyarakat.

Cara hukum mendefinisikan subjek juga penting. Pekerja, konsumen, komunitas, generasi
mendatang, dan lingkungan memiliki tingkat pengakuan berbeda dalam sistem yang berbeda.
Perluasan subjek hukum dan pengakuan kepentingan kolektif dapat memperbaiki perlindungan, tetapi
harus diikuti mekanisme representasi yang jelas. Dengan begitu, hukum tidak hanya mendistribusikan
aset yang sudah ada, tetapi ikut menentukan siapa yang terlihat dalam pengambilan keputusan.

24. Ekonomi Informal dan Batas Negara Hukum

Sebagian besar kegiatan ekonomi di banyak negara berkembang berlangsung di luar struktur
formal penuh. Pedagang kecil, pekerja rumahan, pengemudi, petani, dan usaha keluarga
menciptakan nilai, menyediakan pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, mereka
sering tidak memiliki akses terhadap kredit, perlindungan sosial, bantuan hukum, atau mekanisme
penyelesaian sengketa. Ketika kebijakan hanya melihat perusahaan resmi, kontribusi dan kerentanan
kelompok informal menjadi kurang terlihat.

Formalisasi dapat membuka manfaat, tetapi tidak boleh dilakukan hanya melalui penertiban.
Pendaftaran usaha, rekening, izin, dan kewajiban pajak perlu dirancang sederhana serta terjangkau.
Negara perlu memberikan alasan yang jelas mengapa formalisasi berguna bagi pelaku usaha,
misalnya akses pembiayaan, perlindungan, pelatihan, atau pasar pengadaan. Jika formalitas hanya
menambah biaya tanpa layanan, pelaku akan menghindar atau kembali pada hubungan informal.

Hukum informal juga memiliki struktur kekuasaan. Komunitas dapat menyelesaikan sengketa
dengan cepat, tetapi norma lokal tidak selalu melindungi perempuan, pendatang, atau kelompok yang
posisinya lemah. Negara perlu menghormati pengetahuan dan praktik lokal sekaligus menyediakan
jalan ketika terjadi pelanggaran hak. Pendekatan yang baik tidak memaksakan satu model, melainkan
menghubungkan mekanisme komunitas dengan jaminan minimum yang dapat ditegakkan.

Digitalisasi pembayaran dan platform membuka pintu formalisasi baru. Riwayat transaksi dapat
membantu memperoleh kredit dan memperluas pasar, tetapi data juga dapat digunakan untuk
mengawasi atau menolak layanan. Perlindungan data, biaya yang transparan, dan akses untuk
memperbaiki informasi diperlukan agar digitalisasi tidak mengubah pekerja informal menjadi objek
penilaian otomatis tanpa hak keberatan.

25. Gender, Kerja Perawatan, dan Struktur Pasar

Ekonomi pasar bergantung pada kerja perawatan yang sering tidak dihitung. Membesarkan anak,
merawat orang sakit, menyiapkan makanan, dan menjaga rumah memungkinkan kegiatan berbayar
berlangsung. Pekerjaan tersebut sebagian besar dilakukan perempuan dan sering dianggap sebagai
kewajiban privat. Ketika hukum dan anggaran mengabaikannya, biaya reproduksi sosial dipindahkan
kepada rumah tangga dan mempersempit kesempatan ekonomi.
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Ketidaksetaraan gender juga tercermin dalam kepemilikan aset, akses kredit, perlindungan kerja,
dan posisi pengambilan keputusan. Perempuan dapat memiliki usaha, tetapi menghadapi jaringan
pemasok yang terbatas atau jaminan yang tidak diakui. Perempuan pekerja dapat menerima upah
lebih rendah atau menanggung risiko pelecehan. Aturan anti-diskriminasi perlu disertai mekanisme
pelaporan, pemeriksaan, dan pemulihan yang aman.

Kebijakan publik dapat memperluas pilihan melalui layanan penitipan anak, cuti yang seimbang,
transportasi aman, kesehatan reproduksi, dan pengakuan terhadap pekerja perawatan. Investasi
tersebut bukan sekadar belanja sosial. la meningkatkan pasokan tenaga kerja, produktivitas, dan
kualitas generasi berikutnya. Anggaran yang memasukkan kerja perawatan memberi gambaran lebih
akurat tentang fondasi ekonomi.

Perusahaan juga perlu melihat keberagaman sebagai persoalan tata kelola, bukan hanya citra.
Proses rekrutmen, promosi, kompensasi, dan pengadaan dapat diaudit berdasarkan data yang
dilindungi. Namun, angka representasi saja tidak cukup jika perempuan tetap tidak memiliki suara
dalam keputusan strategis. Kekuasaan yang lebih seimbang perlu tercermin dalam prosedur, budaya,
dan akuntabilitas.

26. Layanan Publik dan Komersialisasi Kebutuhan Dasar

Pendidikan, kesehatan, air, perumahan, dan transportasi memiliki sifat ekonomi sekaligus
kewargaan. Ketika layanan tersebut diserahkan pada mekanisme pasar, efisiensi dan inovasi
mungkin meningkat, tetapi akses dapat bergantung pada kemampuan membayar. Negara perlu
memutuskan bagian mana yang harus dijamin sebagai hak, bagian mana yang dapat disediakan oleh
swasta, dan bagaimana standar universal dipertahankan.

Komersialisasi tidak selalu berarti privatisasi penuh. Pemerintah dapat membeli layanan dari
penyedia swasta, memberi subsidi kepada pengguna, atau menetapkan tarif berjenjang. Setiap model
memiliki risiko. Kontrak berbasis output dapat memperbaiki kinerja, tetapi indikator yang sempit
mendorong penyedia mengabaikan kasus sulit. Subsidi dapat membantu keluarga miskin, tetapi data
penerima harus akurat dan privasi dilindungi.

Krisis kesehatan menunjukkan nilai kapasitas publik. Rumah sakit, laboratorium, rantai obat, dan
tenaga kesehatan tidak dapat dibangun seketika ketika permintaan melonjak. Investasi kapasitas
cadangan sering tampak tidak efisien pada masa normal, tetapi sangat berharga saat gangguan
terjadi. Perencanaan harus memasukkan ketidakpastian, bukan hanya rata-rata permintaan.

Pengadilan dapat berperan ketika layanan dasar dikurangi atau diberikan diskriminatif. Hak sosial
memerlukan penafsiran yang realistis mengenai sumber daya negara, tetapi keterbatasan anggaran
tidak boleh menjadi alasan otomatis untuk mengabaikan kelompok rentan. Proses anggaran, indikator
layanan, dan mekanisme pengaduan harus memungkinkan warga meminta penjelasan serta
pemulihan.

27. Algoritma, Administrasi Publik, dan Keadilan Prosedural

Pemerintah semakin menggunakan algoritma untuk menargetkan bantuan, mendeteksi penipuan,
menyusun prioritas pemeriksaan, dan mengelola lalu lintas. Penggunaan tersebut dapat
meningkatkan kecepatan dan konsistensi, namun juga memindahkan keputusan penting ke sistem
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yang sulit dipahami warga. Ketika seseorang ditolak dari bantuan karena skor risiko, ia perlu
mengetahui alasan, sumber data, dan cara mengajukan keberatan.

Algoritma tidak bebas dari politik. Data yang digunakan mencerminkan keputusan masa lalu, dan
keputusan masa lalu dapat memuat bias. Model yang dilatih dari wilayah dengan layanan rendah
mungkin menganggap kebutuhan tinggi sebagai risiko buruk. Sistem kredit dapat menilai kelompok
yang selama ini tidak memiliki rekening sebagai tidak layak, sehingga bias lama terus berulang. Audit
harus memeriksa hasil menurut gender, wilayah, kelas, usia, dan kelompok sosial.

Keadilan prosedural memerlukan pemberitahuan, penjelasan, kesempatan didengar,
pemeriksaan manusia, dan pemulihan. Transparansi kode sumber tidak selalu cukup jika warga tidak
memiliki kemampuan teknis. Lembaga perlu menyediakan penjelasan yang dapat dimengerti serta
menugaskan pejabat yang bertanggung jawab. Vendor teknologi tidak boleh menjadi satu-satunya
pihak yang memahami sistem publik.

Indonesia perlu membangun tata kelola Al yang melindungi hak sekaligus mendorong inovasi.
Pengadaan harus mensyaratkan keamanan, dokumentasi data, pengujian bias, dan portabilitas.
Sistem eksperimental perlu diuji dalam skala terbatas sebelum diterapkan luas. Keputusan yang
menyangkut kebebasan, bantuan dasar, atau sanksi harus memiliki pengawasan manusia yang
bermakna.

28. Kekuasaan Darurat dan Ekonomi Krisis

Krisis sering memperluas kewenangan eksekutif. Pemerintah harus mengambil keputusan cepat
mengenai kesehatan, harga, pasokan, keamanan, dan stabilitas finansial. Kecepatan dapat
menyelamatkan masyarakat, tetapi kewenangan darurat juga berisiko mengurangi pengawasan dan
menguntungkan kelompok yang paling dekat dengan pusat keputusan. Batas waktu, alasan tertulis,
serta peninjauan berkala diperlukan agar pengecualian tidak menjadi keadaan normal.

Bantuan krisis memperlihatkan siapa yang dianggap penting oleh negara. Bailout bagi sektor
keuangan, subsidi bagi perusahaan, atau pengadaan langsung dapat menjaga fungsi ekonomi, tetapi
juga menciptakan transfer besar. Persyaratan bantuan harus jelas, misalnya mempertahankan
pekerjaan, membatasi dividen, atau memperbaiki tata kelola. Publik berhak mengetahui siapa yang
menerima dan bagaimana hasilnya diukur.

Krisis juga membuka ruang inovasi hukum. Pengadilan dapat menggunakan prosedur cepat,
pemerintah dapat membuat skema jaminan, dan bank sentral dapat menyediakan likuiditas.
Eksperimen tersebut perlu dievaluasi setelah keadaan mereda. Kebijakan yang berhasil dalam satu
krisis tidak selalu tepat pada krisis lain karena sumber gangguan dan distribusi dampaknya berbeda.

Ketahanan demokratis tidak berarti menolak tindakan luar biasa. la berarti memastikan bahwa
tindakan tersebut memiliki tujuan terbatas, dasar hukum, pengawasan, dan jalan pemulihan. Dengan
prinsip ini, negara dapat bergerak cepat tanpa mengubah keadaan darurat menjadi kesempatan
mempermanenkan kekuasaan.

29. ASEAN, Global South, dan Hukum Ekonomi Regional

Indonesia berada dalam kawasan yang menjadi pusat perdagangan, investasi, teknologi, dan
rivalitas geopolitik. Keputusan ekonomi tidak hanya dipengaruhi hukum nasional, tetapi juga
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kesepakatan regional dan standar global. ASEAN menyediakan ruang untuk mengurangi
ketergantungan pada satu kekuatan, memperkuat konektivitas, dan menyusun norma bersama.
Namun, kerja sama regional membutuhkan kapasitas implementasi di setiap negara.

Integrasi ekonomi dapat memperluas pasar bagi perusahaan kecil, tetapi manfaat tidak otomatis
tersebar. Wilayah dengan pelabuhan, pendidikan, dan energi lebih baik akan menarik investasi lebih
banyak. Kebijakan regional perlu memasukkan pembangunan kapasitas, mobilitas tenaga kerja, dan
perlindungan sosial. Tanpa itu, integrasi dapat memperbesar perbedaan antarwilayah dan
antarkelompok.

Global South memiliki kepentingan bersama dalam pembiayaan pembangunan, transfer teknologi,
ruang kebijakan industri, dan reformasi lembaga keuangan. Negara berkembang tidak harus
membentuk blok tertutup, tetapi perlu bernegosiasi dengan basis data dan koordinasi. Hukum
internasional ekonomi harus memberi ruang bagi pembangunan sekaligus menjaga standar
lingkungan dan hak pekerja.

Diplomasi ekonomi Indonesia dapat menggunakan kekuatan pasar domestik untuk memperoleh
komitmen pada pelatihan, pemasok lokal, dan keberlanjutan. Posisi tawar tidak hanya diukur dari
ukuran ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menawarkan aturan yang dapat dipercaya. Kerja sama
yang berhasil adalah kerja sama yang menghasilkan proyek, pengetahuan, dan mekanisme
pemulihan yang dapat dilihat masyarakat.

30. Evaluasi Kebijakan dan Skenario Masa Depan

Kebijakan ekonomi sering dinilai berdasarkan target awal, padahal lingkungan dapat berubah dan
asumsi dapat keliru. Evaluasi harus membedakan antara kegagalan pelaksanaan, kelemahan desain,
dan perubahan eksternal. Tanpa pembedaan, pemerintah dapat mempertahankan program yang
tidak efektif atau membatalkan program yang sebenarnya baik tetapi diterapkan secara buruk.

Skenario membantu menguji kebijakan terhadap beberapa kondisi. Bagaimana dampak insentif
industri jika harga komoditas jatuh? Apa yang terjadi pada pekerja jika otomatisasi meningkat?
Bagaimana layanan publik bertahan ketika bencana datang berulang? Pertanyaan tersebut tidak
menghasilkan ramalan tunggal, tetapi menunjukkan kapasitas yang perlu dibangun dalam semua
kemungkinan, seperti data yang baik, pemasok alternatif, dana cadangan, dan mekanisme koordinasi.

Indikator kebijakan perlu memasukkan distribusi. Pertumbuhan pendapatan rata-rata dapat
menyembunyikan stagnasi upah, kenaikan biaya hidup, atau kerusakan lingkungan. Indikator akses
hukum, waktu penyelesaian sengketa, konsentrasi pasar, kualitas pekerjaan, dan kepercayaan publik
memberi gambaran yang lebih lengkap. Pengukuran yang baik membantu menghubungkan ruang
sidang dengan ruang pasar secara empiris.

Masa depan ekonomi kontemporer akan ditentukan oleh kemampuan institusi belajar.
Pemerintah, perusahaan, pengadilan, dan universitas perlu mengumpulkan bukti, membuka
kesalahan, dan memperbarui aturan. Belajar bukan berarti berubah tanpa arah. la berarti
mempertahankan tujuan publik sambil menyesuaikan alat dengan kondisi. Institusi yang dapat belajar
memiliki peluang lebih besar menjaga legitimasi di tengah perubahan teknologi dan geopolitik.
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31. Media, Narasi, dan Ekspektasi Pasar

Pasar tidak bergerak hanya berdasarkan data material. Pelaku pasar menafsirkan berita,
pernyataan pejabat, putusan, dan rumor untuk membentuk ekspektasi. Media karena itu menjadi
bagian dari infrastruktur ekonomi. Informasi yang cepat dan akurat membantu keputusan, sementara
kabar yang menyesatkan dapat memicu penarikan modal atau pembelian panik. Kekuasaan muncul
ketika sebagian aktor memiliki akses lebih awal, kemampuan membingkai isu, atau saluran untuk
memengaruhi agenda pemberitaan.

Keterbukaan informasi perusahaan dan pemerintah bertujuan mengurangi asimetri. Namun,
volume informasi yang besar tidak otomatis menghasilkan pemahaman. Laporan yang panjang tetapi
tidak dapat dibandingkan dapat menyembunyikan risiko. Regulasi pengungkapan perlu mendorong
relevansi, keterbacaan, dan verifikasi. Jurnalisme ekonomi dan lembaga riset memiliki peran
menerjemahkan angka menjadi konsekuensi yang dapat dipahami publik.

Platform digital mengubah cara narasi beredar. Algoritma cenderung memberi perhatian pada
konten yang memancing emosi, sementara koreksi sering menyebar lebih lambat. Perusahaan dan
pemerintah dapat menggunakan komunikasi strategis, tetapi kredibilitas tidak dapat dibangun hanya
melalui kampanye. Konsistensi keputusan, akses pada data, dan kesiapan mengakui ketidakpastian
lebih penting daripada janji yang terlalu pasti.

Bagi Indonesia, literasi ekonomi dan hukum perlu diperluas. Warga yang memahami hubungan
antara suku bunga, pajak, kontrak, dan layanan publik lebih mampu menilai kebijakan. Pendidikan
tersebut bukan upaya membentuk opini tunggal. Tujuannya adalah memperkaya ruang publik agar
keputusan ekonomi tidak mudah dikuasai oleh narasi yang dibuat untuk kepentingan sempit.

32. Hukum Perkotaan, Tanah, dan Nilai Ruang

Kota merupakan tempat paling jelas untuk melihat bagaimana hukum menciptakan nilai pasar.
Perubahan tata ruang, izin bangunan, pembangunan jalan, dan layanan publik dapat menaikkan
harga tanah secara drastis. Keuntungan tersebut sering diterima pemilik aset, sementara biaya
pembangunan ditanggung anggaran publik. Kebijakan pertanahan perlu memikirkan mekanisme agar
kenaikan nilai yang diciptakan bersama dapat kembali membiayai infrastruktur dan perumahan.

Kepastian tata ruang penting bagi investasi, tetapi rencana yang mudah diubah melalui lobi
membuka peluang spekulasi. Masyarakat yang tinggal di kawasan yang akan dikembangkan dapat
kehilangan tempat tinggal sebelum memperoleh manfaat. Pengadaan tanah memerlukan proses yang
transparan, kompensasi yang wajar, relokasi yang manusiawi, dan akses terhadap keberatan.
Pembangunan tidak boleh mengubah warga menjadi hambatan yang harus disingkirkan.

Kota juga memperlihatkan hubungan antara sektor formal dan informal. Pedagang kaki lima, pasar
tradisional, dan pekerja transportasi menggunakan ruang yang kadang tidak disediakan secara resmi.
Penertiban tanpa alternatif memindahkan biaya kepada kelompok berpendapatan rendah. Tata kelola
kota perlu mengakui fungsi ekonomi tersebut dan mencari desain ruang yang aman serta produktif.

Pengadilan, pemerintah daerah, dan perencana memiliki tanggung jawab untuk menghubungkan
hak individual dengan kepentingan publik. Keputusan tidak cukup dinilai dari kenaikan investasi.
Kualitas ruang, akses mobilitas, udara, air, dan kemampuan warga tetap tinggal di kota harus menjadi
ukuran. Nilai ruang yang adil mempertemukan pasar properti dengan hak atas kota.
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33. Bukti llmiah dan Penalaran Peradilan

Ekonomi kontemporer semakin bergantung pada bukti teknis. Sengketa lingkungan memerlukan
ilmu hidrologi, perkara persaingan memerlukan analisis pasar, dan sengketa teknologi memerlukan
pengetahuan tentang kode serta data. Pengadilan harus menilai bukti tanpa mengubah dirinya
menjadi laboratorium atau mengabaikan kompleksitas ilmu. Hakim memerlukan dukungan ahli yang
independen dan metode pemeriksaan yang dapat dijelaskan.

Perbedaan antara ketidakpastian ilmiah dan ketidaktahuan perlu dikenali. Tidak semua klaim
memiliki bobot yang sama hanya karena disebut sebagai pendapat ahli. Metode, data, keterbatasan,
dan konflik kepentingan harus diperiksa. Proses pembuktian yang baik membantu pengadilan
membuat keputusan yang proporsional ketika kepastian penuh tidak mungkin dicapai.

Keterbatasan data dapat memengaruhi siapa yang menang. Perusahaan besar mampu
menyusun analisis kompleks, sedangkan komunitas mungkin hanya memiliki pengalaman lokal dan
bukti sederhana. Sistem hukum perlu menyediakan mekanisme agar bukti masyarakat tidak diabaikan
hanya karena bentuknya berbeda. Pengetahuan lokal dapat melengkapi model teknis, khususnya
dalam perkara lingkungan dan penguasaan ruang.

Universitas dan lembaga riset dapat membantu pengadilan melalui pusat keahlian, pedoman
metodologis, dan pelatihan. Namun, kedekatan dengan pembiaya perkara harus diumumkan.
Independensi iimu merupakan bagian dari keadilan. Keputusan yang didasarkan pada bukti yang
transparan lebih mudah diterima meskipun hasilnya tidak menyenangkan bagi semua pihak.

34. Keadilan Antargenerasi dan Modal Jangka Panjang

Banyak keputusan ekonomi menghasilkan manfaat segera dan biaya yang baru terlihat kemudian.
Utang membiayai pembangunan tetapi membebani anggaran masa depan. Eksploitasi hutan
menghasilkan penerimaan tetapi mengurangi perlindungan banjir dan keanekaragaman hayati.
Infrastruktur digital memberi efisiensi, tetapi dapat menciptakan ketergantungan data. Ekonomi politik
perlu memperhitungkan mereka yang belum hadir dalam proses pengambilan keputusan.

Keadilan antargenerasi tidak berarti menghentikan pembangunan. la menuntut agar modal
finansial, manusia, sosial, dan alam tidak dikonsumsi tanpa investasi pengganti. Proyek perlu dinilai
dari umur manfaat, biaya pemeliharaan, risiko iklim, dan kemampuan generasi berikutnya mengelola
aset. Analisis manfaat-biaya harus memasukkan distribusi waktu dan ketidakpastian, bukan hanya
nilai sekarang yang dihitung secara sempit.

Hukum dapat membantu melalui aturan anggaran, dana abadi, perlindungan kawasan, dan
standar pelaporan risiko jangka panjang. Namun, aturan formal perlu didukung budaya politik yang
menghargai pemeliharaan. Politisi cenderung menyukai proyek yang terlihat sebelum pemilu,
sedangkan perawatan jembatan, sekolah, dan ekosistem kurang menarik secara visual.
Kepemimpinan publik perlu menjelaskan bahwa menjaga kemampuan masa depan adalah hasil
pembangunan yang nyata.

Indonesia memiliki bonus demografi sekaligus tantangan ekologis. Investasi pada kesehatan,
pendidikan, riset, dan kualitas institusi akan menentukan apakah jumlah penduduk menjadi kekuatan
atau beban. Keputusan hari ini harus memperluas pilihan generasi muda, bukan menukar sumber
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daya mereka dengan konsumsi jangka pendek. Inilah alasan ekonomi politik perlu menghubungkan
putusan hukum dengan horizon waktu yang lebih panjang.

35. Partisipasi Publik dalam Pembentukan Ekonomi

Kebijakan ekonomi sering dirumuskan dalam bahasa teknis yang membuat warga merasa hanya
dapat menerima hasilnya. Padahal, keputusan mengenai pajak, tarif, izin, subsidi, dan tata ruang
menentukan kehidupan sehari-hari. Partisipasi publik memberi kesempatan untuk menghadirkan
informasi yang tidak dimiliki birokrasi, terutama pengalaman kelompok yang paling terdampak.
Partisipasi tidak boleh berhenti pada penyampaian pendapat; masukan harus dapat memengaruhi
desain atau alasan penolakannya harus dijelaskan.

Forum konsultasi perlu memperhatikan ketimpangan kapasitas. Perusahaan besar memiliki staf
hukum dan analis, sedangkan komunitas mungkin memiliki waktu terbatas dan kesulitan mengakses
dokumen. Pemerintah dapat menyediakan ringkasan, data terbuka, dukungan teknis, serta waktu
yang cukup. Proses yang inklusif mungkin lebih lambat pada tahap awal, tetapi mengurangi sengketa
dan memperbaiki kualitas keputusan.

Parlemen, media, universitas, organisasi profesi, dan masyarakat sipil membentuk jaringan
pengawasan. Tidak semua aktor memiliki posisi yang sama, tetapi keberagaman sudut pandang
memperkecil risiko bahwa satu narasi mendominasi. Pengawasan perlu berbasis bukti dan
menghindari penyebaran tuduhan yang tidak teruji. Kritik yang bertanggung jawab memperkuat,
bukan melemahkan, kepastian hukum.

Bagi manajemen, partisipasi publik juga merupakan sumber pengetahuan strategis. Perusahaan
yang memahami kebutuhan komunitas dapat merancang produk dan operasi yang lebih diterima.
Dialog yang jujur membantu menemukan risiko sebelum menjadi konflik hukum. Dengan demikian,
partisipasi bukan beban tambahan, melainkan investasi dalam legitimasi dan keberlanjutan.

36. Mengubah Putusan Menjadi Pembelajaran Kebijakan

Setiap putusan penting mengandung informasi mengenai kelemahan aturan, kegagalan
implementasi, dan dampak kebijakan. Negara seharusnya tidak memperlakukan perkara sebagai
peristiwa terpisah. Basis data putusan, klasifikasi isu, dan evaluasi tindak lanjut dapat membantu
pembuat kebijakan melihat pola. Jika banyak sengketa muncul pada jenis kontrak yang sama,
masalahnya mungkin terletak pada desain standar, bukan pada perilaku individu semata.

Pembelajaran hukum memerlukan komunikasi antara pengadilan, regulator, parlemen, dan
akademisi tanpa mengganggu independensi putusan. Pengadilan tidak membuat kebijakan secara
langsung, tetapi alasan putusan dapat menunjukkan area yang perlu diperbaiki. Regulator perlu
membaca sinyal tersebut dan menyusun respons terbuka. Parlemen dapat menilai apakah undang-
undang terlalu umum, tumpang tindih, atau tidak menyediakan pemulihan yang layak.

Data sengketa juga dapat membantu manajemen. Perusahaan dapat memetakan klausul berisiko,
pola keluhan, dan titik kegagalan pengadaan. Kepatuhan menjadi lebih kuat ketika organisasi belajar
dari perkara, bukan hanya menyiapkan pembelaan setelah tuntutan datang. Analitik hukum dapat
mengidentifikasi tren, tetapi interpretasi tetap membutuhkan keahlian dan pemahaman konteks.
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Dengan pendekatan ini, ruang sidang tidak hanya menjadi tempat menghukum atau mengganti
kerugian. la menjadi sumber pembelajaran institusional. Ekonomi yang mampu belajar dari sengketa
akan lebih adaptif, karena kesalahan tidak disembunyikan dan aturan dapat diperbaiki sebelum biaya
sosial membesar.

37. Kesimpulan

Jejak kekuasaan dalam ekonomi kontemporer dapat ditelusuri melalui hubungan antara hukum,
institusi, organisasi, dan pasar. Putusan pengadilan menentukan hak dan kewajiban; regulasi
membentuk struktur persaingan; pajak dan anggaran mengatur distribusi; kontrak menghubungkan
keputusan lintas waktu; teknologi memperluas sekaligus memusatkan kekuasaan. Karena itu, pasar
tidak pernah netral sepenuhnya. la merupakan hasil dari pilihan kelembagaan yang dapat diperbaiki
atau disalahgunakan.

Pengadilan dapat memperkuat kepastian bagi investasi dan perlindungan bagi warga, tetapi
hanya jika independen, kompeten, mudah diakses, dan mampu mengeksekusi putusan. Regulasi
dapat melindungi kepentingan umum, tetapi rentan ditangkap oleh industri. Hak milik dan kontrak
dapat mendorong inovasi, tetapi dapat pula memperkuat eksklusi. Setiap institusi membawa peluang
dan risiko yang harus dibaca bersama.

Bagi Indonesia, agenda utama bukan memilih antara negara dan pasar, melainkan membangun
negara yang mampu membuat pasar bekerja secara adil. Hal itu menuntut reformasi peradilan,
persaingan, pajak, pengadaan, data, hubungan kerja, dan pengelolaan sumber daya. Kepastian
hukum perlu berjalan bersama keadilan prosedural dan koreksi terhadap konsentrasi kekuasaan.
Investasi harus menghasilkan pembelajaran dan kapasitas domestik, bukan hanya keuntungan
jangka pendek.

Dari ruang sidang ke ruang pasar, kekuasaan bergerak melalui keputusan yang tampak teknis
tetapi memiliki akibat sosial. Masyarakat demokratis harus mampu melihat jejak itu, menilai siapa
yang memperoleh manfaat, dan memperbaiki aturan ketika distribusinya tidak dapat dibenarkan.
Ekonomi yang sehat bukan ekonomi tanpa konflik, melainkan ekonomi yang menyediakan cara
terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengelola konflik tersebut.

Ukuran akhir keberhasilan bukan hanya jumlah transaksi atau besarnya investasi, tetapi juga
kemampuan institusi memperluas pilihan manusia. Pasar yang kompetitif, hukum yang dapat diakses,
dan kebijakan yang transparan membantu warga merencanakan masa depan tanpa harus bergantung
pada kedekatan dengan kekuasaan. Di situlah hubungan antara ekonomi dan demokrasi memperoleh
makna yang konkret.

Tugas generasi sekarang adalah memastikan bahwa hukum tidak menjadi pagar eksklusif bagi
pemilik modal dan pasar tidak menjadi ruang tanpa pertanggungjawaban. Dengan memperkuat
kapasitas negara, pengetahuan publik, serta etika organisasi, Indonesia dapat mengubah jejak
kekuasaan menjadi dasar bagi pembangunan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Orientasi itu
mengharuskan setiap reformasi diuji secara berkala: apakah prosedur menjadi lebih mudah dipahami,
apakah kelompok kecil lebih mampu mempertahankan hak, apakah investasi memperkuat
kemampuan domestik, dan apakah manfaat ekonomi dapat dirasakan luas di luar pusat-pusat
kekuasaan. Dengan ukuran tersebut, kepastian hukum menjadi sarana memperluas kebebasan,
bukan alasan untuk mempertahankan ketimpangan.
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Istilah berikut membantu pembaca memahami konsep hukum, ekonomi, dan kelembagaan yang

digunakan dalam artikel.

Istilah

Pengertian

Biaya transaksi

Biaya mencari informasi, bernegosiasi, mengawasi, dan
menegakkan pertukaran atau kontrak.

Capture regulasi

Keadaan ketika regulator lebih melayani kepentingan
industri yang diawasi daripada kepentingan publik.

Contract enforcement

Kemampuan lembaga hukum memastikan kontrak
dilaksanakan atau memberi pemulihan ketika terjadi
pelanggaran.

Eksternalitas

Dampak kegiatan ekonomi terhadap pihak lain yang tidak
sepenuhnya tercermin dalam harga.

Hak milik Kumpulan hak untuk menggunakan, memperoleh manfaat,
mengalihkan, mengecualikan, dan mempertahankan suatu
aset.

Institusi Aturan formal, norma, dan mekanisme yang membentuk

perilaku serta struktur insentif.

Kepastian hukum

Keadaan ketika aturan dapat dipahami, diterapkan
konsisten, dan diubah melalui prosedur yang terbuka.

Kekuasaan pasar

Kemampuan suatu pelaku memengaruhi harga, kuantitas,
kualitas, atau syarat pertukaran.

Kepailitan

Proses hukum untuk mengatur ketidakmampuan debitor
membayar kewajiban dan membagi aset secara tertib.

Kontrak standar

Perjanjian dengan syarat yang telah disiapkan satu pihak
dan umumnya sulit dinegosiasikan.

Konstitusi ekonomi

Prinsip dan aturan dasar yang mengatur hubungan negara,
pasar, hak ekonomi, dan distribusi sumber daya.

Litigasi strategis

Penggunaan perkara hukum secara terencana untuk
mengubah penafsiran, kebijakan, atau perilaku institusi.

Monopoli Struktur pasar dengan satu pemasok dominan yang
memiliki kemampuan besar menentukan syarat pertukaran.

Nilai publik Manfaat sosial yang dihasilkan melalui kebijakan atau
organisasi, termasuk kualitas layanan dan keadilan.

Oligarki Konsentrasi pengaruh dan sumber daya pada jaringan kecil

yang mampu memengaruhi keputusan publik.

Pintu berputar

Perpindahan individu antara jabatan publik dan posisi di
industri yang diawasi.

Pilihan publik

Pendekatan yang menganalisis perilaku aktor politik
dengan memperhatikan insentif dan kepentingan mereka.

Platform digital

Infrastruktur digital yang mempertemukan berbagai
kelompok pengguna dan mengatur interaksi mereka.
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Istilah Pengertian
Regulasi Aturan dan tindakan pengawasan negara untuk mencapai

tujuan publik dalam kegiatan ekonomi.

Rent seeking

Upaya memperoleh keuntungan melalui pengaruh
terhadap aturan atau hak istimewa, bukan produktivitas.

Rule of law

Prinsip bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum yang
berlaku umum, dapat diuji, dan diterapkan secara
konsisten.

Sovereign debt

Kewajiban pinjaman yang diterbitkan atau dijamin oleh
negara.

Tata kelola korporasi

Sistem pengawasan, pertanggungjawaban, dan
pengambilan keputusan dalam perusahaan.

Transfer teknologi

Perpindahan pengetahuan, kemampuan, dan perangkat
yang memungkinkan pihak penerima menguasai proses.

Uji tuntas

Pemeriksaan sistematis terhadap risiko, kepatuhan,
kepemilikan, dan dampak sebelum keputusan dibuat.
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